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IndonesiaDitinjau Dari Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan
Pekerja Migran Indonesia

ABSTRAK

Perundang-undangan telah dibuat oleh pemerintah untuk melindungi pekerja
migran Indonesia. Namun, banyaknya pekerja migran Indonesia yang bekerja di
luar negeri telah menyebabkan banyakmasalah yang dihadapi pekerja migran.
Fokus skripsi ini adalah bagaimana Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2017
melindungi Pekerja Migran Indonesia dan upaya pemerintah untuk melindungi
mereka. Unt;lk melakukan penulisan ini, penulis menggunakan penelitian
kepustakaan, yaitu pengumpulan dan analisis data dari literatur se,erti buku-
buku, media cetak, media elektronik, dan media internet. Data yang
dikumpulkan dalam penelitian ini berusa! dari dokumen hukum yang berkaitan
dengan perfindungan Pekerja Migeas lsdonesia. Penelitian menunjukkan bahwa
Undang- Undang Nomor {8 Talu@ 2017 memberikan perlindungan kepada
pekerja migran Indonesia.

Kata Kunci : Pekerja Migran lidosiesia, Perlindungan Hukum
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seperti yang dinyatakan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945,
Pemerintah Negara Indonesia bertanggung jawab untuk melindungi bangsa
Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta memajukan kesejahteraan
umum. Pemerintah juga memiliki dasar untuk melindungi rakyat dan warganya,
termasuk memberikan perlindungan hukum kepada seluruh tenaga kerja. Warga
negara biasanya memiliki hak dan kewajiban timbal balik terhadap negara asalnya,
berdasarkan pengertian ini.

Menurut Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, setiap warga negara
berhak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak.! Akibatnya, negara bertanggung
jawab sepenuhnya untuk menjaga setiap warganya.

Undang-Undang Ketenagakerjaan menyediakan kerangka hukum khusus
untuk mencegah hubungan kerja yang tidak wajar untuk melindungi tenaga kerja
dan orang lain yang terlibat dalam hubungan kerja dari penyalahgunaan dan
perlakuan lain yang tidak wajar.

Peraturan ini, yang meliputi jam kerja, keselamatan dan kesehatan kerja, serta
upah dan kesejahteraan, dimaksudkan untuk kesejahteraan dan untuk memastikan
bahwa karyawan memiliki tempat kerja yang sehat. Proses, teknik, atau tindakan

yang melindungi tenaga kerja disebut perlindungan tenaga kerja. Pemerintah

! pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia



Republik Indonesia juga bertanggung jawab untuk melindungi warganya yang
bekerja di luar negeri. Orang Indonesia yang bekerja di luar negeri disebut Pekerja
Migran Indonesia (PMI). Menurut Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2018 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, setiap kandidat
pekerja migran Indonesia memiliki hak-hak berikut:
a. Memperoleh akses peningkatan kapasitas diri melalui Pendidikan
sertapelatihan kerja.

b. Memperoleh informasi yang benar mengenai pasar kerja, tata dan
carapenempatan, serta keadaan dan kondisi jika bekerja di luar
negeri.

c. Memperoleh pelayanan yang manusiawi, profesional, tanpa
adanya perlakuan diskriminasi pada saat sebelum, sedang dan

setelah bekerja.

d. Berhak dalam melakukan ibadah berdasarkan agama dan
keyakinan setiap individu.

e. Menerima kompensasi yang sesuai dengan standar kompensasi
yang berlaku di negara tempat kerja atau perjanjian kerja antara
kedua negara.

f. Mendapatkan perlindungan dan bantuan hukum dari tindakan
yang dapat merendahkan martabat daan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan di Indonesia dan negara tujuan
penempatan.

g. Mendapatkan penjelasan tentang hak dan kewajiban yang



tercantum dalam perjanjian kerja

h. Memperoleh kemampuan untuk berkomunikasi

i. Memiliki pengetahuan tentang dokumen perjalanan selama
bekerja

j. Berkumpul dan berkumpul di negara tujuan penempatan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di sana.

K. Menerima dokumen dan perjanjian kerja dari calon pekerja
migran Indonesia dan/atau pekerja migran Indonesia.?

Karena perlindungan seluruh warga negara pada hakikatnya melindungi
mereka dari kemiskinan dan keamanan, negara juga bertanggung jawab untuk
meningkatkan kesejahteraan umum, dan pemerintah tampaknya belum
menyelesaikan masalah kesejahteraan umum.

Kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat belum mencapai
tingkat yang memuaskan sejak Negara Republik Indonesia mendapat kemerdekaan
pada 1945. Tingkat kemiskinan yang relatif tinggi masih merupakan masalah sosial
yang belum diselesaikan hingga saat ini. Karena ada korelasi kuat antara tingkat
kemiskinan di suatu negara dan tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan selalu
akan meningkat seiring dengan tingkat pengangguran, dan secara otomatis
peningkatan tingkat pengangguran akan mengikuti peningkatan tingkat

kemiskinan.

2 pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan
PekerjaMigran.



Menurut Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
adalah upaya untuk melindungi kepentingan calon pekerja migran Indonesia
dan/atau pekerja migran Indonesia dan keluarganya dengan memastikan hak-
haknya dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial sebelum, selama, dan setelah
mereka memulai pekerjaan mereka.®

Banyak orang Indonesia mencari pekerjaan di luar negeri karena kurangnya
peluang kerja dan kesempatan kerja di dalam negeri. Salah satu faktor yang
menyebabkan kemiskinan tinggi di suatu negara adalah persaingan pasar kerja yang
ketat di dalam negeri dan peluang gaji yang lebih besar di luar negeri.

Tenaga kerja adalah setiap orang yang memiliki kemampuan untuk
melakukan pekerjaan yang memungkinkan pembuatan barang atau jasa untuk
memenuhi kebutuhan individu dan masyarakat.* Pemerintah berusaha untuk
mengurangi angka pengangguran dan peningkatandengan menyediakan lapangan
kerja. Salah satu cara pemerintah melakukan ini adalah dengan mempekerjakan

lebih banyak orang.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan Negara Republik Indonesia ada Pasal 31, setiap tenaga kerja
memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan, atau pindah

pekerjaan serta memperoleh penghasilan yang layak baik di dalam maupun di luar

% pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang
Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
4 Lalu Husni, Pengantar Hukum Ketenaga Kerjaan Indonesia, ( Jakarta, PT.
RAJAGRAFINDO PERSADA, 2000) Him. 15



perusahaan.® Menganggap bahwa pekerja migran Indonesia dikirim keluar negeri
sebagai tanggapan atas ketidak mampuan negara untuk memberikan kesempatan
kerja. Karena kesulitan mendapatkan pekerjaan di dalam negeri dan tingkat
pengangguran yang meningkat. Akhirnya, Indonesia menjadi penyuplai buruh
migran terbesar di Asia dan mungkin bahkan di dunia..

Pekerja Migran Indonesia tentunya memiliki syarat yang harus dipenuhi

sebelum mereka bisa dikirim ke luar negeri. Adapun syaratnya sebagai berikut :

1. Informasi yang akurat terkait lowongan pekerjaa di luar negeri
untuk mendapatkan informasi seputar peluang kerja di luar negeri, kamu
dapat mencarinya di Balai Pelayanan TKI Terpadu (BPTKIT), Badan
Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Dinas Tenaga Kerja
Kabupaten atau Kota (Disnaker Kab/Kota).

2. Pendaftaran dan proses seleksi
Setelah melakukan pendaftaran, apabila dokumen dan persyaratan
dinyatakan lolos, maka kamu berhak untuk mengikuti proses seleksi
tertulisyang diberikan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran
Indonesia (P3MI), Dinas Tenaga Kerja (Disnaker), dan Dinas Sarana
Pemeriksaan Kesehatan (Sarkes).

3. Tes Kesehatan
Pada langkah ini kamu akan mengikuti tes kesehatan (medical check up),

pelatihan, uji kompetensi, dan mulai untuk menyiapkan dokumen yang

5 Pasal 31 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenaga Kerjaan.



diminta oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi (Disnaker)

danBadan Latihan Kerja (BLK) setempat.

1. Kontrak Kerja
Setelah itu, Anda akan diminta untuk mengikuti Pembekalan Akhir

Pemberangkatan (PAP) yang dilakukan oleh P3MI dan Disnaker di
tingkat kabupaten, kota, atau provinsi. Anda juga akan diminta untuk
menandatangani surat perjanjian kerja dan kontrak kerja. Pastikan
Pekerja Migran Indonesia memiliki jaminan keselamatan dan
keamanan saat berangkat hingga mereka kembali ke tempat asal
mereka.

2. Pengurusan Dokumen
Sebagai Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI), Anda berhak
memiliki dan menguasai dokumen perjalanan selama bekerja dan
perjanjian kerja. Pada tahap ini, Pekerja Migran akan didampingi dan
mendapat perlindungan dari P3MI resmi, BP3TKI, dan BP2MI.

3. Keberangkatan ke Negara Tujuan
Pada titik ini, pekerja migran akan dikirim ke negara-negara
penempatan mereka sesuai dengan prosedur awal. Jangan lupa untuk
melaporkan kedatangan, keberadaan, dan kepulangan Pekerja Migran
sebagai Pekerja Migran Indonesia kepada Perwakilan Republik
Indonesia di negara tempat mereka ditempatkan.

7. Bekerja Di Negara Tujuan

Pekerja Migran langsung bekerja di negara tempat mereka tiba. Jangan



khawatir, Sahabat Migran masih diawasi oleh P3MI dan KBRI
setempat pada saat ini. Pekerja migran juga harus mematuhi perundang-
undangan yang berlaku di negara asalnya.®

Media masa melaporkan bahwa buruh migran Indonesia yang bekerja di luar
negeri sering mendapatkan perlakuan buruk dari majikan mereka dan bahkan
sering mengalami kematian. Contoh kasus berikut, peneliti menemukan bahwa
seperti yang pernah penneliti baca di media, situasi yang menimpa pekerja migran
Indonesia yang kasusnya cukup ironi.:

Petronela Malena (34), seorang pekerja migran Indonesia dari Kabupaten Belu,
Nusa Tenggara Timur, yang menelepon Konsulat Jenderal Republik Indonesia
(KJRI) di Malaysia, berhasil melarikan diri dari rumah majikannya pada 5 Maret
2018. Jika tidak, Malena Petronela bisa mati.

Petronela akhirnya dipulangkan pada Jumat, 2 Maret 2018, berkat kerja sama
Konsultan Jendral Republik Indonesia (KJRI) dengan pihak rohaniwan.

Pada Mei 2009, Patronela mengaku tidak memiliki izin dari orang tuanya untuk
bekerja di PT Putra Jabung Perkasa, yang berlokasi di Kupang. Petronela bekerja
sebagai asisten rumah tangga di rumah Tante Poh, seorang pengusaha. Selama
sembilan tahun bekerja di sana, majikannya melarang dia berbicara dengan orang
lain, termasuk orangtuanya sendiri.

Negara Indonesia pada dasarnya bertanggung jawab untuk melindungi rakyat

Indonesia dan seluruh darah Indonesia. Setiap warga Indonesia, baik di dalam

& Rumah Migran.com, Syarat Menjadi Pekerja Migran. Rumah
Migran.com/2019/12/09/syarat-menjadi-pekerja-migran-indonesia/. Di akses padatanggal : 1
oktober 2023



maupun di luar negeri, harus bertanggung jawab untuk melindungi seluruh bangsa
Indonesia.’

Hak asasi manusia adalah hak yang diberikan Tuhan kepada setiap orang sebagai
pengakuan atas sifat dan hakikat kemanusiaannya. Hak-hak asasi manusia berlaku
untuk semua orang, tanpa memandang agama, ras, suku, kebangsaan, atau jenis
kelamin mereka.®

Kasus Pekerja Migran Indonesia itu paradoks karena negara tidak melindungi
warganya yang berada di luar negeri. Berikut adalah asas yang digunakan untuk
melindungi pekerja migran Indonesia:

a) Keterpaduan;

b) Persamaan Hak;

¢) Pengakuan Atas Martabat Dan Hak Asasi Manusia;
d) Demokrasi;

e) Keadilan Sosial;

f) Kesetaraan Dan Keadilan Gender

g) Nondiskriminasi

h) Anti Perdagangan Manusia

i) Transparansi

j) Akuntabilitas,Dan

k) Berkelanjutan ®

" Kasus TKI Majikan Galak Di Malayasia, https://www.liputan6.com/amp/3343922/kisah-
tki-asal-ntt-lolos-dari-majikan-galak-di-malaysia Liputan 6.com. Di akses pada tanggal : 4
Oktober 2023

8 Rusjdi Ali Muhammad, Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Syariat Islam : Mengenal
Jadi Diri Manusia, Jakarta:Ar-RaniryPress Dan Mihrab, 2004, him. 45

® Pasal 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan

Pekerja MigranIndonesia.


http://www.liputan6.com/amp/3343922/kisah-tki-
http://www.liputan6.com/amp/3343922/kisah-tki-

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis akan membahasnya secara
ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul:
Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Pekerja Migran Ditinjau Dari
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja
Migran Indonesia.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang akan di bahas dalam
penulisanskripsi iniadalah :
1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak-hak Pekerja Migran
Indonesia ditinjau dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang
Perlindungan Pekerja Migran Indonesia?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa terhadap hak-hak Pekerja Migran
Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang

Perlindungan Pekerja Migran Indonesia?”

C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan dari penulisan skripsi ini adalah:
1. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum
terhadaphak-hak Pekerja Migran Indonesia berdasarkan Undang-Undang
Nomor 18Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penyelesaian sengketa terhadap hak-

hak Pekerja Migran Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 18
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Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang telah diuraikan diatas maka terdapat dua bentuk
manfaat penelitian yang dapat di ambil yang terdiri dari manfaat teoretis dan
manfaat praktis, yaitu sebagai berikut:
. Manfaat Teoretis
Secara Teoretis manfaat dari hasil penelitian ini di harapkan dapat berfungsi
sebagai referensi ilmiah tentang perlindungan hukum bagi pekerja migran
Indonesia yang menjadi korban di luar negeri. Selain itu, penelitian ini
diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan tentang cara pemerintah
melindungi pekerja migran Indonesia yang bekerja di luar negeri. Hasil
penelitian ini juga dapat digunakan oleh masyarakat luas untuk membaca dan
mengetahui bagaimana pemerintah melindungi Pekerja Migran Indonesia yang
berada di luar negeri.
. Manfaat Praktis
Secara praktis hasil daripada penelitian ini di harapkan dapat memberikan
manfaat bagi pihak-pihak yang bersangkutan dan berperan penting dalam
penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

a. Terhadap Pekerja Migran Indonesia, yang mana hasil dari penelitian

ini dapat memberikan wawasan dan upaya perlindungan bagi
Pekerja Migran Indonesia.
b.Terhadap Pemerintah Kementrian Tenaga Kerja, penenlitian ini

bertujuan agar pemerintan memberikan jaminan perlindungan
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hukum bagi Pekerja Migran Indonesia agar terhindar dari hal-hal
yang tidak diinginkan.

c. Terhadap Perusahaan Tenaga Kerja Indonesia, yang mana hasil dari
pada penelitian ini dapat membimbing dan memberi informasi
resmi baik kepadacalon maupun Pekerja Migran Indonesia agar
tidak adanya lagi korban bagiPekerja Migran Indonesia.

d. Terhadap Masyarakat Umum, hasil daripada penelitian ini dapat
dijadikan sumber pegangan untuk perlindungan hukum bagi para
Pekerja Migran Indonesia agar dapat mendapatkan jaminan
perlindungan kerja.

E. Ruang Lingkup Penelitian
Ruang Lingkup Penelitian ini hanya membahas Undang-Undang Nomor 18 Tahun
2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan proses penyelesaian

sengketa hak-hak pekerja migran Indonesia.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan suatu gambaran atau rencana yang isinya mengenai
penjelasan dari semua hal yang dijadikan bahan penelitian berlandaskan hasil
penelitian yang di lakukan. Dalam penelitian ini menggunakan beberapa teori yang

berkaitan dengan permasalahan yang akan di bahas yaitu :

1. Teori Perlindungan Hukum
Setiap warga negara negara hukum berhak atas perlindungan hukum, termasuk

korban kejahatan. Korban juga harus dilindungi, bukan hanya terdakwa dan
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tersangka. Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, perlindungan

saksi dan korban harus diberikan berdasarkan:

a. Penghargaan atas harkat dan martabat manusia;
b. Rasa Aman;

c. Keadilan;

d. Tidak Diskriminatif;

e. Kepastian Hukum.

Oleh karena itu, perlindungan hukum didefinisikan sebagai tanggung jawab hukum,

yaitu ide bahwa hukum mampu menyediakan keadilan, ketertiban, stabilitas,

keuntungan, dan kedamaian. Sebagai contoh, pendapat yang dikutip dari berbagai

ahli tentang perlindungan hukum:

1).

)

3)

Satjipto  Rahardjo  menjelaskan  perlindungan ~ hukum
merupakan upaya untuk menjaga kepentingan seseorang dengan
memberikan hak asasi manusia kepadanya untuk bertindak dalam
rangka kepentingannya tersebut.

Perlindungan hukum, menurut Setiono, adalah perbuatan atau
upaya yang dilakukan melindungi setiap masyarakat dari perbuatan
yang sewenang-wenang oleh atasan yang memiliki kekuasaan yang
mana hal tersebut melanggar hukum, untuk mewujudkan ketertiban
dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk
menikmat martabatnya sebagai manusia.

Muchsin menyatakan bahwa perlindungan hukum adalah kegiatan

untuk melindungi seseorang melalui hubungan nilai atau prinsip
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yang menjelma dalam sikap dan tindakan untuk menciptakan
ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.

4).  Menurut Philip M. Hadjon, yang sering berbicara tentang
kekuasaan, ada dua kekuatan: kekuasaan pemerintah dan
kekuasaan ekonomi. Dalam kaitannya dengan kekuasaan
pemerintah, masalah perlindungan hukum adalah perlindungan
rakyat (yang berkuasa) terhadap pemerintah (yang memerintah).
Dalam kaitannya dengan kekuasaan ekonomi, masalah
perlindungan hukum adalah perlindungan ekonomi yang lemah
terhadap ekonomi yang kuat, seperti perlindungan pekerja terhadap

pengusaha.'?

2. Teori Penyelesaian Sengketa

Teori penyelesaian sengketa merupakan teori yang mengkaji dan
menganalisis tentang kategori atau penggolongan sengketa atau pertentangan yang
timbul dalammasyarakat, faktor penyebab terjadinya sengketa dan cara-cara atau
strategi yang digunakan untuk mengakhiri sengketa tersebut. Setiap Masyarakat
dalam penyelesaian sengketa memiliki solusi untuk memecahkan suatu masalah
yang sedang dialami, pihak-pihak yang bersengketa dapat menyelesaikan
permasalahan secara kooperatif, dengan kenetralan pihak ketiga dan lain-lain.
Penyelesaian sengketa adalah sebuah proses alternatif yang dilakukan di luar

pengadilan, dimanapara pihak yang terlibat telah sepakat untuk megatasinya dengan

10 https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-
1t63366cd94dchc, di akses pada tanggal: 30 September 2023
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https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc
https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc
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cara ini dan tidakmelibatkan proses litigasi di pengadilan.!*

Peneliti menggunakan teori penyelesaian sengketa ini untuk membahas dan
menganalisis upaya penyelesaian sengketa terhadap hak-hak pekerja migran
Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan
Pekerja Migran Indonesia.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan upaya atau cara dalam melakukan sebuah penelitian.
Dari hasil pemaparan penulis di atas, perlu adanya metode penelitia nyang di pakai
untuk merumuskan dan menganalisa persoalan tersebut, yaitu :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum secara normatif, penelitian hukum
normatif dapat diartikan sebagai penelitian yang objek kajiannya terletak pada
Peratutan Perundang-Undangan. Menurut Johny Ibrahim, Penelitian hukum
normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran
berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya. Data ini berasal dari dokumen
hukum yang berkaitan dengan perlindungan pekerja migran. Dokumen-dokumen
tersebut memberikan gambaran yang jelas tentang subjek penelitian.?

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Perundang-

Undangan (Statute Approach) dan pendekatan konseptual (Conceptual Approach).

11 Frans Hendra Wiinata, Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional
Indonesia Danlnternasional, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, him.15

12 Johny lIbrahim, Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif,
(Malang, Bayu MediaPublishing, 2005). him.8
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a. Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) adalah pendekatan yang
dilakukan dengan cara menganalisa semua peraturan Perundang-Undangan dengan
regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang dibahas.
b. Pendekatan konseptual (Conceptual Approach) adalah cara pandang terhadap
suatu masalah dari satu sudut pandang tertentu, sehingga masalah tersebut menjadi
semakin jelas dan mudah diselesaikan.
3. Sumber dan Jenis Bahan Hukum
Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah :
Bahan hukum primer merupakan bahan hukum utama,
a. Bahan hukum primer meliputi :
1. KUHPERDATA
2. UU Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Pekerja

Migranindonesia.

3. UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

b. Bahan hukum sekunder berupa buku hukum, jurnal hukum, dan lainnya
yangberkaitan dengan Pekerja Migran Indonesia.

c. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang merupakan
pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan
tambahan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

4. Teknik dan Pengumpulan Bahan Hukum.
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan, yaitu jenis penelitian
yang mengumpulkan dan menggali data dari literatur seperti buku, media cetak,

media elektronik, dan internet, antara lain. Teknik pengumpulan data adalah studi
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kepustakaan tentang bahan hukum primer dan sekunder. Membaca, mendengarkan,
dan menggunakan internet digunakan untuk melakukan penelitian ini.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Penulis menggunakan analisis deskriptif dan perspektif untuk menganalisis data
yang mereka peroleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan sumber informasi
lainnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan konsep perlindungan
hukum terhadap pekerja migran Indonesia. Tujuan lain dari penelitian ini adalah
untuk menggunakan argumen hukum sebagai dasar penilaian untuk menentukan

tindakan yang tepat dan bagaimana persoalan dapat ditangani.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Pada penulisan ini dalam melakukan penarikan kesimpulan dilakukan secara
deduktif yaitu metode berfikir yang merupakan hal-hal yang umum terlebih dahulu
untuk seterusnya di hubungkan dengan bagian-bagiannya yang khusus. Analisis
penelitian yang bersifat umum di hubungkan dengan permasalahan untuk

memperoleh kesimpulan yang menjawab pertanyaan.
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